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PERATURAN GUBERNUR

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
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FORMAT HALAMAN BELAKANG

/F PERHATIAN \

NOP adalah Nomor Objek Pajak (NOP) dalam administrasi PBB.

2. Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6
(enam) bulan sejak diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.

3. Pembayaran dilakukan di tempat-tempat pembayaran dan dengan mekanisme yang
telah ditentukan.

4. FPajak yang terutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi
sebagai berikut;

a. Denda administrasi 2% sebulan dari jumlah pajak yang terutang yang tidak
dibayar maksimum 24 bulan sebesar 48%. atau

b. Ditagih dengan surat paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan atas
kekayaan Wajib Pajak.

5. Apabila dalam SPPT ini ada hal-hal yang meragukan, Wajib Pajak dapat
menghubungi UPPPD Setempat atau melalui call center badan pendapatan daerah
1500177,

6. Untuk mengetahui validitas esppt ini dapat dilakukan dengan cara memindai
barcode tanda tangan elektronik.

7. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal
diterimanya SPPT.

8. Permohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu lainnya,
yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu
lainnya, harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SPPT.

8. Pengajuan keberatan, banding, dan pengurangan tidak menunda kewajiban
membayar pajak.

10. Batas waktu tersebut pada butir  dan 7 dapat diperpanjang, jika Wajib Pajak dapat
membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya.

11. Apabila ada perubahan data objek dan/atau subjek pajak, baik seluruhnya atau
sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan perubahan tersebut melalui pajak online
atau dapat langsung ke UPPPD setempat untuk dilakukan pemutakhiran data.

12. Tarif PBB:

a. 0,01% untuk NJOP = Rp200.000.000
b. 0.1 % untuk NJOP Rp200.000.000 s.d. < Rp2.000.000.000
c. 0.2 % untuk NJOP Rp2.000.000.000 s.d. < Rp10.000.000.000
\ d. 0.3 % untuk NJOP 2 Rp10.000.000.000 /

sk

SEGALA BENTUK PELAYANAN PAJAK DAERAH TIDAK DIPUNGUT BIAYA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN



